
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG  

NOMOR 36 TAHUN 2024 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  

dengan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota 

Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6975); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang… 
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tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 6618); 

  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 

2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 

Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;   

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

  7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 

2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 

7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 

Nomor 7); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU. 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota 

Padang Panjang. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Padang Panjang. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Padang Panjang. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang 

Panjang. 

7. Sekretaris… 
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7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang 

Panjang. 

8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Padang Panjang. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu; dan 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Padang Panjang. 

  BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris 

Daerah. 

  Pasal 3 

(1) Susunan organisasi DPMPTSP terdiri atas: 

a. sekretariat; 

b. kelompok jabatan fungsional; dan 

c. UPTD. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

(3) Sekretariat membawahi Subbagian umum dan 

Kepegawaian; 

(4) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala 

Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris. 

(5) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdapat Kelompok Jabatan Fungsional 

dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada pejabat tinggi pratama. 

(6) Susunan organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

  
 

 

 

 

 

 

 
BAB III… 
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BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Dinas    

Pasal 4 

(1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan 

fungsi pelaksana teknis penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan 

urusan tenaga kerja. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), DPMPTSP menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, 

dan urusan tenaga kerja; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan urusan 

tenaga kerja; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, dan urusan tenaga kerja; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan urusan 

tenaga kerja; 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan oleh Pimpinan terkait tugas dan 

fungsinya. 

  Bagian Kedua 

Sekretariat  

Pasal 5 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) mempunyai tugas memberikan pelayanan 

administratif dan teknis kepada semua unsur di 

lingkungan DPMPTSP. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1),  Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. pengoordinasian program kegiatan Sekretariat; 

b. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi 

umum dan kepegawaian DPMPTSP; 

c. pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan 

Beban Kerja; 

d. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan dan aset DPMPTSP;  

e. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan DPMPTSP; 

f. pengoordinasian fasilitasi, koordinasi, dan 

sinkronisasi pengelolaan data dan informasi 

DPMPTSP; 
g. pengoordinasian… 
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g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan 

perpustakaan DPMPTSP; 

h. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan 

reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian 

internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan 

dan budaya pemerintahan DPMPTSP; 

i. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan; 

j. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan 

pelaporan DPMPTSP; 

k. penatausahaan keuangan DPMPTSP; 

l. pengelolaan perbendaharaan DPMPTSP; 

m. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset DPMPTSP; 

n. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban 

keuangan DPMPTSP; 

o. penyusunan pertanggungjawaban keuangan 

DPMPTSP; dan 

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan 

terkait tugas dan fungsinya. 

  Pasal 6 

(1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas 

melakukan urusan administrasi umum dan 

kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, 

ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan 

dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan 

kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana 

serta kehumasan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Subbagian umum dan kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

administrasi umum dan kepegawaian; 

b. pengelolaan administrasi perkantoran dan 

persuratan; 

c. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan 

aset; 

d. pengelolaan administrasi kepegawaian; 

e. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan 

beban kerja; 

f. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur 

sipil negara; 

g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan DPMPTSP; 

h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian 

Umum dan Kepegawaian; 

i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, 

publikasi dan dokumentasi; 

j. fasilitasi penyusunan dan pelaporan 

ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, 

standar… 
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standar operasional prosedur, standar pelayanan 

publik, dan survei kepuasan masyarakat; 

k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem 

pengendalian ineternal pemeritah, zona integritas, 

ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada 

Subbagian umum dan kepegawaian; 

l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan terkait tugas dan fungsinya. 

  Bagian Ketiga 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 7 

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman modal dan 

Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas DPMPTSP di bidang penanaman modal. 

  
Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman modal 

dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi: 

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana 

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan 

penanaman modal dan ketenagakerjaan lingkup 

daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; 

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ 

kebijakan penanaman modal dan ketenagakerjaan 

lingkup daerah; 

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman 

modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan 

usaha melalui penanaman modal dan 

ketenagakerjaan, antara lain meningkatkan kemitraan 

dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; 

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi 

promosi penanaman modal dan ketenagakerjaan 

lingkup daerah; 

e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal dan 

ketenagakerjaan di dalam dan luar negeri; 

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi 

penanaman modal dan ketenagakerjaan; 

g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal 

dan ketenagakerjaan berdasarkan sektor usaha dan 

wilayah; 

h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian 

permasalahan penanaman modal dan 

ketenagakerjaan, serta pendampingan hukum; 

i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban 

perusahaan penanaman modal dan ketenagakerjaan 

sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan 

peraturan perundang-undangan; 

j. pembangunan… 
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j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan 

sistem informasi penanaman modal dan 

ketenagakerjaan; 

k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, 

perangkat daerah teknis terkait perencanaan, 

deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan 

l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan 

iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, 

pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman 

modal pada sistem teknologi informasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  
Pasal 9 

Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

  
Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non 

perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; 

b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ 

validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan 

non perizinan; 

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha 

dan non perizinan; 

d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, 

konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non 

perizinan; 

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam 

rangka pelayanan perizinan dan non perizinan; 

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan 

berusaha dan non perizinan; 

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan 

perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan 

perizinan berusaha dan non perizinan;dan 
h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan 

pengadauan masyarakat, pengelolaan informasi, 

penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan 

konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

  
 

 

 

BAB IV… 
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BAB IV 

TATA KERJA  

Pasal 11 

Tata Kerja DPMPTSP dilaksanakan dengan menerapkan 

prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan 

DPMPTSP, dengan Perangkat Daerah, maupun dengan 

Instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 

  Pasal 12 

(1) Setiap kepala unit organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahan. 

(2) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban mengikuti 

dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab 

kepada atasannya. 

(3) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban 

menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara 

berkala dan tepat waktu kepada atasannya. 

  BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat 

yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas 

sampai dilantiknya pejabat sesuai Peraturan Wali Kota ini. 

  BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan 

Wali kota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 

Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 15  

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang. 

  
Ditetapkan di Padang Panjang 

pada tanggal 27 Desember 2024 

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG, 

 

ttd. 

 

SONNY BUDAYA PUTRA 

Diundangkan di Padang Panjang 

pada tanggal 27 Desember 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

 

ttd. 

 

WINARNO 

 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 36 

 

 


